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ABSTRAK

Dampak perubahan status batubara menjadi Barang Kena Pajak (BKP)
berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dan implikasinya terhadap
perpajakan bagi perusahaan, dengan studi kasus PT XYZ. Masalah utama yang
dihadapi adalah sengketa pajak akibat perbedaan interpretasi terkait waktu penyerahan
barang yang memengaruhi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini
bertujuan untuk mengevaluasi permasalahan tersebut berdasarkan standar akuntansi
dan peraturan perpajakan yang berlaku serta memberikan rekomendasi untuk
mencegah sengketa serupa di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan
adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara,
observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait seperti laporan keuangan, faktur
pajak, dan dokumen pengiriman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa
perpajakan timbul karena ketidaksesuaian dalam pengakuan pendapatan dan
pencatatan transaksi antara perusahaan dan otoritas pajak. PT XYZ seharusnya
mengakui pendapatan pada saat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)
diterbitkan, yang menandai pengalihan hak dan risiko barang. Selain itu, Pajak
Masukan yang dikreditkan sebelum perusahaan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak (PKP) tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Implikasi penelitian ini
menyoroti pentingnya dokumentasi akuntansi yang memadai dan pengakuan
pendapatan sesuai standar akuntansi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan
perpajakan.

Kata kunci : Perpajakan, Barang Kena Pajak, Pengakuan Pendapatan
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan usaha dalam peningkatan aspek dalam
masyarakat dan negara, sehingga sebuah negara dituntut untuk bisa berkembang
demi mewujudkan tujuan nasional. Oleh karenanya pemerintah memerlukan
sejumlah pendapatan yang besar untuk pelaksanaannya. Salah satu penghasilan
negara bersumber dari pajak yang dikenakan kepada masyarakat yang telah
menjadi wajib pajak. Hal ini membuat pajak menjadi salah satu pendapatan negara

terbesar.

Salah satu penerimaan pajak terbesar bagi negara yaitu Pajak Pertambahan
Nilai (PPN). Jenis pajak ini telah menyumbangkan penerimaan pajak terbesar
karena sistem pemungutannya yang terdapat dalam berbagai mata rantai seiring
bertambahnya faktor produksi yang memiliki tujuan menghasilkan barang
ataupun jasa yang diberikan kepada konsumen. Salah satu cara pemerintah dalam
meningkatkan penghasilan yang berasal dari PPN yaitu dengan dikenakannya
penyerahan batubara yang merupakan salah satu barang mineral yang
berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian negara (Putri dan Muhasan
2021; Amirah dan Trisnaningsih 2022)

Pada 2 November 2020 dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja dalam Pasal 112 terdapat perubahan Undang — Undang
Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN Pasal 4A terkait jenis barang ataupun jasa
yang tidak dikenakan PPN. Perubahan tersebut menyatakan bahwa batubara telah
masuk dalam jenis Barang Kena Pajak (BKP) sehingga penyerahannya perlu
dipungut PPN. Berdasarkan Undang — Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang
PPN Pasal 3A ayat 1, pemungutan PPN hanya bisa dilakukan oleh perusahaan
yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karenanya
Perusahaan yang memiliki aktivitas bisnis berhubungan dengan penyerahan BKP
dan telah memiliki omset mencapai 4,8 Miliar dalam satu tahun buku dapat
mengajukan untuk dikukuhkan sebagai PKP agar dapat memungut PPN sesuai
dengan aturan yang ada. Perubahan ini berdampak pada perusahaan yang



melakukan aktivitas pengiriman batubara, seperti yang terjadi pada PT XYZ yang
merupakan perusahaan bergerak pada bidang perdagangan batubara.

Batubara dikirimkan oleh PT XYZ kepada pembeli dengan melewati jalur laut
dari pelabuhan muat menuju pelabuhan bongkar. Proses pengiriman tersebut
memerlukan waktu sekitar 1 hingga 2 bulan. Sampainya batubara di pelabuhan
bongkar, dilakukan proses pengujian Analisis Sampling Batubara untuk
menentukan harga akhir atau final karena dalam pengiriman batubara terjadi
perubahan kandungan baik kualitas maupun kuantitas akibat dari pengaruh
lingkungan sehingga harga batubara dapat berubah. Setelah harga akhir diketahui,
maka perusahaan dapat menerbitkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)

sebagai bukti bahwa batubara diserahkan dari penjual kepada pembeli.

Perubahan aturan terkait pengenaan PPN terhadap batubara berdampak pada
pengiriman yang dilakukan oleh penjual saat menggunakan syarat pengiriman
Cost, Insurance, and Freight (CIF). Terutama perubahan tersebut terjadi di tengah
adanya transaksi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang sedang
melakukan pengiriman batubara. Pada kondisi awal pengiriman, batubara belum
menjadi BKP atau perusahaan belum dikukuhkan PKP. Namun setelah batubara
sampai dan ditagihkan, status batubara telah berubah menjadi BKP dan

perusahaan yang melakukan pengiriman sudah menjadi PKP.

Kondisi pengiriman serta perubahan yang terjadi membuat banyak sengketa
pajak antara perusahaan dengan pemeriksa pajak terkait dengan penentuan kapan
penyerahan atas batubara dilakukan. Terdapat tiga titik penentuan penyerahan
batubara, pertama ketika batubara telah sampai di pelabuhan dan telah selesai
bongkar, kedua pada saat hasil pengujian Analisis Sampling Batubara
dikeluarkan, dan terakhir saat terbitkannya dokumen BAST membutuhkan waktu
lama, membuat rentang waktu yang cukup jauh dengan tanggal pengirimannya.
Tiga hal tersebut berpengaruh apakah transaksi tersebut dipungut PPN atau tidak.

Berdasarkan hal tersebut, pembaharuan akan dilakukan dengan kajian baik
secara akuntansi maupun perpajakan terkait perubahan batubara menjadi Barang
Kena Pajak (BKP). Hal tersebut berdampak kepada pengiriman yang dilakukan
sehingga menyebabkan permasalahan yaitu terjadinya sengketa pajak. Atas

permasalahan tersebut akan dilakukan tinjauan berdasarkan standar akuntansi dan



aturan perpajakan yang berlaku, sehingga ditemukan titik permasalahan yang
selanjutnya akan menjadi dasar rekomendasikan yang diberikan agar
permasalahan tidak terjadi lagi. Atas hal tersebut penulis akan melakukan tinjauan
pada PT XYZ terkait dengan permasalahan PPN atas penyerahan batubara dengan
judul “TINJAUAN DAMPAK DITETAPKANNYA BATUBARA SEBAGAI
BKP (DAMPAK PERPAJAKAN AKIBAT PERUBAHAN BATUBARA
MENJADI BARANG KENA PAJAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NO 11 TAHUN 2020 BAGI PENGUSAHA BATUBARA (STUDI KASUS PT
XYZ)”.

1.2. Rumusan Malah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, berikut
rumusan masalah yang dapat diuraikan:

1) Bagaimana pengaruh perubahan batubara sebagai BKP pada
pengiriman yang dilakukan sebelum dikukuhkan sebagai PKP?

2) Bagaimana tinjauan akuntansi pendapatan dan pajak atas batubara
pada PT XYZ?

3) Bagaimana tinjauan akuntansi pembelian dan pajak atas batubara pada
PT XYZ?

4) Bagaiamana sengketa terkait terutangnya PPN pada PT XYZ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian yang akan dilakukan dalam upaya
penyelesaian terhadap studi kasus diantaranya:

1) Untuk menjelaskan dampak atas perubahan batubara menjadi BKP
pada pengiriman yang dilakukan sebelum dikukuhkannya sebagai
PKP.

2) Untuk menjabarkan tinjauan Akuntansi Pendapatan dan Pajak atas
batubara pada PT XYZ.

3) Untuk menjabarkan tinjauan Akuntansi Pembelian dan Pajak atas
batubara pada PT XYZ.
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